


Kewenangan Komisi.., Semmy Arter Mantouw, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022



Kewenangan Komisi.., Semmy Arter Mantouw, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022



Kewenangan Komisi.., Semmy Arter Mantouw, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022



V 
 

ABSTRACT 

 

Semmy Arter Mantouw 201920251007, The Authority Of The Corruption 

Eradication Commission In Conducting The Registration And Inspection Of State 

Administrative Assets Reports. 

 

The Corruption Eradication Commission (KPK), an institution 

authorized by law in the Indonesian constitutional system based on the 1945 

Constitution to eradicate corruption in a constitutional manner that has duties 

and authorities independently and is free from the influence of any power 

based on Law No. 30 of 2002 concerning Corruption Eradication 

Commission. One of the powers possessed by the Corruption Eradication 

Commission is the authority to register and examine the wealth reports of state 

administrators as regulated in Article 7 paragraph 1 letter A of Law No. 19 of 

2019 concerning the Corruption Eradication Commission, which until now in 

reality has not This is not due to laws that have not regulated, but rather the 

implementation of these rules which are considered still ambiguous in terms 

of the authority to give these sanctions and the form of sanctions given to 

state officials who are not disciplined in reporting their assets is still less firm 

and has not provided a deterrent effect to state officials both before and after 

taking office. The report on the assets of state officials (LHKPN) is regulated 

in Article 29 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption 

Eradication Commission in conjunction with Article 5 of Law Number 28 of 

1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from 

Corruption, Collusion and Nepotism. Sanctions will be given to state 

officials who do not report their assets both before and after serving as state 

officials. The sanctions are in the form of administrative sanctions. LHKPN is 

mandatory for all state administrators, whether in the form of movable 

objects, tangible or intagible or anything owned by state officials that can be 

valued in money, including wives and children in their dependents as well as 

property ownership on behalf of other people obtained both before and after. 

after taking office. This This clearly hinders the KPK from carrying out its 
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authority in conducting LHKPN. The norms and sanctions as regulated in the 

law are not clear because it is not clear which authority norms are given to full 

authority in examining and announcing LHKPN. 

 

Keywords: Corruption Eradication Commission, Authority for Registration and 

Examination of State Administrators Wealth Reports, State Administrators 

Wealth Reports. 
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ABSTRAK 

 

Semmy Arter Mantouw 201920251007, Kewenangan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Dalam Melakukan Pendaftaran Dan Pemeriksaan Terhadap Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

 

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suatu lembaga yang diberi 

wewenang oleh undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

berdasarkan UUD 1945 untuk memberantas korupsi secara konstitusional yang 

mempunyai tugas dan wewenang secara mandiri dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan apapun berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kewenangan untuk mendaftarkan dan 

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi, yang sampai saat ini dalam kenyataan belum Hal ini 

bukan karena undang-undang yang belum mengatur, melainkan pelaksanaan 

peraturan tersebut yang dianggap masih rancu dalam hal kewenangan memberikan 

sanksi tersebut dan bentuk sanksi yang diberikan kepada penyelenggara negara 

yang tidak disiplin dalam melaporkannya. aset yang masih kurang kokoh dan 

belum memberikan efek jera kepada penyelenggara negara baik sebelum maupun 

sesudah menjabat. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 

diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. dan 

Nepotisme. Sanksi akan diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak 

melaporkan harta kekayaannya baik sebelum maupun sesudah menjabat sebagai 

penyelenggara negara. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif. LHKPN 

bersifat wajib bagi semua penyelenggara negara, baik berupa benda bergerak, 

berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu milik penyelenggara negara 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk istri dan anak-anak dalam 

tanggungannya serta kepemilikan harta benda atas nama orang lain yang 
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diperoleh. baik sebelum maupun sesudah. setelah menjabat. Hal ini jelas 

menghambat KPK dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan 

LHKPN. Norma dan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak jelas 

karena tidak jelas norma kewenangan mana yang diberikan kepada kewenangan 

penuh dalam memeriksa dan mengumumkan LHKPN. 

 

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan Pendaftaran dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara 
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